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ABSTRAK

Pemilu merupakan elemen fundamental dalam demokrasi, tetapi meningkatnya
frekuensi kecurangan, penindasan pemilih, dan ketidakteraturan menimbulkan
pertanyaan tentang integritas proses pemilu. Metode pemantauan tradisional sering kali
lambat dan reaktif, gagal mendeteksi ketidakteraturan secara real-time. Integrasi
Kecerdasan Buatan (Al) menawarkan solusi menjanjikan untuk meningkatkan integritas
pemilu dengan memungkinkan pemantauan proaktif dan deteksi kecurangan secara real-
time. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi Al dapat
diintegrasikan ke dalam sistem pemantauan pemilu untuk mendeteksi dan mencegah
kecurangan pemilu secara real-time. Studi ini berusaha memberikan kerangka kerja
komprehensif bagi pemerintah, komisi pemilu, dan organisasi internasional untuk
mengadopsi sistem berbasis Al secara efektif. Studi ini menggunakan tinjauan pustaka
untuk menganalisis penelitian yang ada mengenai aplikasi Al dalam pemilu, dengan fokus
pada studi empiris sejak tahun 2018. Studi ini mensintesis temuan dari studi kasus, laporan
kecurangan pemilu, dan metrik kinerja Al, memberikan analisis komprehensif mengenai
potensi Al dalam pemantauan pemilu. Penelitian ini menunjukkan bahwa Al dapat secara
signifikan meningkatkan deteksi kecurangan secara real-time dan meningkatkan
transparansi pemilu. Namun, keberhasilan implementasi memerlukan penyelesaian
tantangan etika, hukum, dan infrastruktur. Studi ini menyimpulkan dengan rekomendasi
praktis bagi pemerintah dan badan pemilu untuk mengintegrasikan solusi Al ke dalam
proses pemantauan mereka dengan tetap memastikan keadilan, akuntabilitas, dan
transparansi.

Kata Kunci: Pemantauan berbasis Al; Deteksi kecurangan pemilu; Integritas pemilu;
Pemantauan real-time; Transparansi
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Abstract

Elections are fundamental to democracy, but the increasing frequency of fraud, voter
suppression, and irreqularities calls into question the integrity of electoral processes. Traditional
methods of monitoring are often slow and reactive, failing to detect irreqularities in real-time. The
integration of Artificial Intelligence (Al) offers a promising solution for enhancing electoral integrity
by enabling proactive, real-time monitoring and fraud detection. This study aims to explore how Al
technologies can be integrated into election monitoring systems to detect and prevent electoral fraud
in real-time. It seeks to provide a comprehensive framework for governments, election commissions,
and international organizations to adopt Al-driven systems effectively. The study uses a literature
review to analyze existing research on Al applications in elections, focusing on empirical studies from
2018 onwards. It synthesizes findings from case studies, electoral fraud reports, and Al performance
metrics, providing a comprehensive analysis of Al's potential in election monitoring. The research
demonstrates that Al can significantly enhance real-time fraud detection and improve election
transparency. However, successful implementation requires addressing ethical, legal, and
infrastructural challenges. The study concludes with practical recommendations for governments
and election bodies to integrate Al solutions into their monitoring processes while ensuring fairness,

accountability, and transparency.

Keywords:
monitoring; Transparency

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan landasan pemerin-
tahan demokratis, memastikan bahwa
warga memiliki suara dalam menentukan
kepemimpinan politik mereka. Namun,
integritas pemilu sering kali ditantang oleh
kecurangan, penindasan pemilih, disinfor-
masi, dan ketidakefisienan administratif
(Nagy, 2024). Metode pemantauan pemilu
tradisional, yang bergantung pada peng-
amat manusia dan analisis data manual,
sering kali tidak mampu mendeteksi dan
mencegah ketidakteraturan secara real-time
(Serbanescu, 2021). Integrasi Kecerdasan
Buatan (AI) dalam pemantauan pemilu
menawarkan solusi transformatif dengan
memungkinkan deteksi anomali secara
real-time, pengenalan pola, dan analisis
prediktif (Esiefarienrhe etal., 2024).

Menjaga integritas proses pemilu
sangat penting untuk mempertahankan
kepercayaan publik terhadap institusi
demokrasi. Meskipun telah dilakukan
berbagai langkah untuk mengamankan
pemilu, kasus kecurangan dan ketidak-
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teraturan tetap terjadi, menimbulkan
tantangan besar bagi integritas pemilu
(Usharani, 2025). Misalnya, Database
Kecurangan Pemilu dari Heritage Founda-
tion telah mendokumentasikan 1.465 kasus
kecurangan pemilu yang terbukti di
Amerika Serikat antara tahun 1979 dan
2023, dengan rata-rata sekitar 33 kasus per
tahun (Overton, 2024). Meskipun angka ini
hanya mewakili sebagian kecil dari total
suara yang diberikan, setiap kejadian dapat
merusak kepercayaan publik terhadap
sistem pemilu.

Selain itu, pemilu umum Indonesia
tahun 2024 mengalami ketidakteraturan
yang signifikan, termasuk pembakaran
surat suara dan kotak suara di Kabupaten
Paniai akibat sengketa lokasi tempat
pemungutan suara, serta penundaan pemu-
ngutan suara di 108 tempat pemungutan
suara di Kabupaten Demak akibat banjir.
Selain itu, muncul dugaan kecurangan
dalam bentuk manipulasi surat suara dan
pembelian suara selama pemungutan suara
di luar negeri di Malaysia (Cupac et al.,
2024). Insiden ini menyoroti kerentanan
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merusak kepercayaan publik terhadap
sistem pemilu.

Selain itu, pemilu umum Indonesia
tahun 2024 mengalami ketidakteraturan
yang signifikan, termasuk pembakaran
surat suara dan kotak suara di Kabupaten
Paniai akibat sengketa lokasi tempat
pemungutan suara, serta penundaan pemu-
ngutan suara di 108 tempat pemungutan
suara di Kabupaten Demak akibat banjir.
Selain itu, muncul dugaan kecurangan
dalam bentuk manipulasi surat suara dan
pembelian suara selama pemungutan suara
di luar negeri di Malaysia (Cupa¢ et al,,
2024). Insiden ini menyoroti kerentanan
dalam proses pemilu yang dapat di-
manfaatkan, sehingga menimbulkan
pertanyaan tentang legitimasi hasil pemilu.
Persistensi dari ketidakteraturan semacam
ini menekankan perlunya sistem pemantau-
an yang lebih kuat dan real-time, yang
mampu mendeteksi serta menangani
aktivitas kecurangan saat terjadi.

Metode pemantauan tradisional sering
kali kurang gesit dan tidak cukup kompre-
hensif untuk mengidentifikasi serta
merespons tantangan ini dengan cepat.
Oleh karena itu, integrasi teknologi cang-
gih, seperti Kecerdasan Buatan (Artificial
Intelligence/ Al), dalam kerangka peman-
tauan pemilu muncul sebagai bidang
penelitian empiris yang krusial. Mengkaji
bagaimana Al dapat meningkatkan deteksi
dan pencegahan kecurangan pemilu secara
real-time sangat penting untuk memper-
kuat integritas proses demokrasi di seluruh
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dunia.

Studi ini mengeksplorasi peran Al
dalam pemantauan pemilu, dengan fokus
pada kemampuannya dalam meningkatkan
deteksi kecurangan, memperbaiki trans-
paransi, dan memperkuat proses demo-
krasi. Pembahasan dalam penelitian ini
disusun dalam tiga bagian utama: pertama,
gambaran umum teknologi Al yang dapat
diterapkan dalam pemantauan pemilu,
termasuk pembelajaran mesin (machine
learning), pemrosesan bahasa alami (natural
language processing), dan penglihatan
komputer (computer vision); kedua, analisis
mengenai bagaimana Al dapat mendeteksi
dan mencegah kecurangan pemilu melalui
analisis perilaku pemilih, forensik digital,
dan pemantauan media sosial; dan terakhir,
diskusi mengenai tantangan etis, hukum,
dan implementasi yang terkait dengan
pemantauan pemilu berbasis Al

Argumen utama dalam studiiniadalah
bahwa Al, ketika diintegrasikan secara
strategis ke dalam proses pemilu, dapat
secara signifikan meningkatkan kemampu-
an mendeteksi ketidakteraturan secara real-
time, sehingga menjaga legitimasi pemilu.
Namun, penerapannya harus disertai
dengan kerangka regulasi yang kuat serta
langkah-langkah transparansi guna
mencegah penyalahgunaan dan bias.
Dengan membahas baik peluang maupun
tantangan, studi ini menyoroti bagaimana
Al dapat merevolusi pemantauan pemilu
sekaligus memastikan keadilan, keamanan,
dan kepercayaan publik terhadap institusi
demokratis.

Penelitian ini memberikan beberapa
kontribusi penting dalam bidang peman-
tauan pemilu berbasis Al dan deteksi
kecurangan, dengan menawarkan wawa-
san baru serta solusi praktis untuk
meningkatkan integritas pemilu. Pertama,
penelitian ini mengusulkan model deteksi
kecurangan secara real-time, yang merupa-
kan terobosan signifikan dari aplikasi Al
yang umumnya berfokus pada analisis



pasca-pemilu. Studi ini memperkenalkan
kerangka kerja yang mengintegrasikan
pembelajaran mesin, visi komputer, dan
pemrosesan bahasa alami (NLP) untuk
mengidentifikasi serta menangani ke-
tidakwajaran saat terjadi, sehingga
memungkinkan intervensi lebih cepat
selama proses pemilu.

Kedua, penelitian ini menekankan
integrasi teknologi Al multimodal dalam
pemantauan pemilu. Berbeda dengan
penelitian sebelumnya yang hanya
berfokus pada aplikasi Al secara terpisah,
studi ini mengeksplorasi bagaimana
teknologi seperti pengenalan wajah untuk
verifikasi pemilih, analisis sentimen untuk
melacak misinformasi, dan deteksi anomali
dalam pola pemungutan suara dapat
dikombinasikan dalam satu sistem peman-
tauan yang komprehensif. Integrasi ini
menawarkan pendekatan yang lebih kuat
untuk memastikan transparansi dan
keadilan pemilu.

Ketiga, penelitian ini menyediakan
validasi empiris dengan menggunakan data
pemilu berskala besar, menjembatani
kesenjangan antara model Al teoritis dan
implementasi praktis. Dengan menganalisis
dataset pemilu dunia nyata serta studi
kasus, penelitian ini memberikan bukti
konkret tentang efektivitas sistem berbasis
Al dalam mendeteksi kecurangan dan
ketidakwajaran selama pemilu.

Keempat, studi ini berkontribusi pada
pengembangan kerangka etika dan regulasi
Al dalam pemilu. Selain menyoroti
kemampuan teknis Al, penelitian ini juga
membahas tantangan hukum, etika, dan
tata kelola yang terkait dengan penerapan-
nya. Studi ini mengusulkan rekomendasi
kebijakan yang bertujuan untuk memasti-
kan transparansi, keadilan, dan akuntabi-
litas dalam pemantauan pemilu berbasis Al

Terakhir, penelitian ini mengeksplo-
rasi pemantauan pemilu berbasis Al di
negara-negara demokrasi berkembang,

dimana sebagian besar penelitian yang ada
berfokus pada negara maju. Studi ini
mengkaji tantangan unik yang dihadapi
oleh demokrasi yang sedang berkembang,
seperti keterbatasan infrastruktur digital,
manipulasi pemilu, dan penindasan
pemilih, serta mengusulkan bagaimana Al
dapat disesuaikan untuk mengatasi tanta-
ngan tersebut secara efektif. Melalui
kontribusi-kontribusi ini, penelitian ini
memperkaya diskusi mengenai integritas
pemilu berbasis Al dan menawarkan solusi
praktis bagi pemerintah, komisi pemilihan
umum, serta organisasi pemantau interna-
sional yang berupaya meningkatkan proses
pemilu diseluruh dunia (Feldstein, 2019).

Meskipun minat terhadap penerapan
Al dalam pemantauan pemilu semakin
meningkat, masih terdapat beberapa
kesenjangan krusial dalam literatur. Peneli-
tian ini berupaya mengatasi kesenjangan
tersebut dan memperluas diskusi tentang
integritas pemilu berbasis Al Pertama,
fokus pada pemantauan secara real-time
masih sangat terbatas dalam studi yang ada.
Sebagian besar penelitian tentang Al dalam
pemilu berkonsentrasi pada analisis pasca-
pemilu, yang mendeteksi kecurangan
setelah pemilu selesai. Namun, masih
sedikit studi yang mengeksplorasi bagai-
mana Al dapat diintegrasikan ke dalam
sistem pemantauan pemilu secara real-time.
Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut
dengan mengusulkan model deteksi
kecurangan real-time yang memanfaatkan
teknologi Al untuk mengidentifikasi serta
menangani ketidakwajaran saat pemilu
berlangsung.

Kedua, integrasi teknologi Al multi-
modal belum banyak dieksplorasi.
Meskipun teknik Al secara individual,
seperti pembelajaran mesin untuk penge-
nalan pola pemilih dan pemrosesan bahasa
alami untuk pemantauan media sosial, telah
banyak diteliti, hanya sedikit yang
membahas bagaimana teknologi-teknologi
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ini dapat digabungkan dalam satu sistem
pemantauan pemilu yang terpadu. Studi ini
mengatasi kesenjangan tersebut dengan
memperkenalkan kerangka kerja Al yang
mengintegrasikan pengenalan wajah,
analisis sentimen, deteksi anomali dalam
pola pemungutan suara, dan teknologi
lainnya guna memberikan solusi menye-
luruh terhadap kecurangan pemilu.

Ketiga, studi empiris mengenai
efektivitas Al di negara berkembang masih
sangat jarang. Sebagian besar penelitian
tentang pemantauan pemilu berbasis Al
berfokus pada negara-negara demokrasi
maju, sehingga terdapat kesenjangan besar
dalam pemahaman tentang bagaimana Al
dapat diterapkan di negara-negara dengan
infrastruktur pemilu yang kurang ber-
kembang atau tingkat literasi digital yang
lebih rendah. Penelitian ini mengkaji
penerapan Al di demokrasi yang sedang
berkembang, serta mengidentifikasi
peluang dan tantangan yang dihadapi
dalam mengadopsi Al untuk pemantauan
pemilu.

Keempat, banyak penelitian yang
mengabaikan pertimbangan etika dan
hukum dalam penerapan Al dalam pemilu.
Isu-isu seperti privasi data, bias algoritma,
dan transparansi dalam pengambilan
keputusan Al seringkali kurang mendapat
perhatian yang memadai. Penelitian ini
mengisi kesenjangan tersebut dengan
menawarkan analisis komprehensif menge-
nai kerangka etika dan hukum yang
diperlukan untuk memastikan penggunaan
Al yang adil dan transparan dalam
pemantauan pemilu, serta memberikan
rekomendasi regulasi bagi para pembuat
kebijakan.

Terakhir, aplikasi praktis dan reko-
mendasi kebijakan seringkali kurang
dieksplorasi dalam literatur (Savaget et al.,
2019). Banyak studi yang hanya berfokus
pada kerangka teoritis dan kelayakan
teknis, namun sedikit yang memberikan
solusi konkret untuk implementasi sistem
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pemantauan pemilu berbasis Al Penelitian
ini memperluas diskusi dengan menyajikan
rekomendasi kebijakan praktis serta
langkah-langkah yang dapat diambil oleh
pemerintah, komisi pemilihan, dan
organisasi pemantau internasional untuk
menerapkan sistem pemantauan pemilu
berbasis Al secara efektif dan etis.

Dengan mengatasi kesenjangan-
kesenjangan ini, penelitian ini berkontribusi
pada perbincangan yang berkelanjutan
mengenai integritas pemilu berbasis Al
Penelitian ini tidak hanya menyoroti
kemajuan teknis Al dalam pemantauan
pemilu, tetapi juga menawarkan solusi
implementatif yang berharga bagi para
pembuat kebijakan dan organisasi
internasional yang berkomitmen untuk
menjaga proses demokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tinjauan
literatur yang komprehensif untuk meng-
analisis penelitian yang ada mengenai
aplikasi Al dalam pemantauan pemilu,
dengan fokus pada kemajuan terbaru,
tantangan, dan kesenjangan dalam bidang
ini. Tinjauan ini mencakup studi sejak tahun
2018, termasuk penelitian teoritis maupun
empiris. Analisis data dilakukan dengan
mensintesis temuan dari studi kasus,
laporan kecurangan pemilu, dan metrik
kinerja Al guna menilai efektivitas berbagai
teknik Al dalam mendeteksi ketidak-
wajaran pemilu.

Tujuan utama dari penelitian ini
adalah mengidentifikasi praktik terbaik,
keterbatasan teknologi, dan pertimbangan
etika yang pada akhirnya dapat menginfor-
masikan pengembangan kerangka kerja
pemantauan pemilu berbasis Al secara real-
time. Teori yang sesuai untuk analisis
komprehensif mengenai integritas pemilu
berbasis Al adalah Actor-Network Theory
(ANT). ANT berfokus pada hubungan dan
interaksi antara berbagai "aktor" dalam
suatu jaringan, baik faktor manusia



maupun non-manusia, seperti teknologi
dan sistem.

Dalam konteks pemantauan pemilu
berbasis Al, ANT menyediakan kerangka
kerja untuk menganalisis bagaimana
teknologi Al, komisi pemilihan, pemerin-
tah, organisasi internasional, dan pemilih
berinteraksi serta saling mempengaruhi.
Teori ini menekankan bahwa teknologi
dalam hal ini Al—bukanlah entitas yang
netral; sebaliknya, Al mem-bentuk dan
sekaligus dibentuk oleh lingkungan sosial,
hukum, dan politik tempatia diterapkan.

Dengan menerapkan ANT, analisis ini
dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi
Al mempengaruhi praktik pemantauan
pemilu, peran berbagai pemangku
kepentingan dalam implementasi dan
penggunaan sistem Al, serta bagaimana
sistem pemantauan berbasis Al dapat
mengubah atau justru memperkuat
dinamika kekuasaan dalam proses pemilu.
Selain itu, ANT membantu dalam menelaah
bagaimana sistem ini dapat diperluas,
diintegrasikan, dan diatur untuk memasti-
kan keadilan serta transparansi. Secara
keseluruhan, teori ini memungkinkan
pemahaman yang lebih holistik mengenai
potensi Al dalam meningkatkan integritas
pemilu serta memberikan wawasan tentang
tantangan praktis yang dihadapi pemerin-
tah dan organisasi internasional dalam
mengadopsi teknologi Al untuk sistem
pemilu.

HASILDAN PEMBAHASAN

Teknologi Al untuk Deteksi Kecurangan
Secara Real-Time

Teknologi Al, termasuk machine
learning (ML), natural language processing
(NLP), dan computer vision, semakin
banyak digunakan di berbagai industri
untuk mengotomatisasi tugas serta
meningkatkan proses pengambilan
keputusan. Dalam konteks pemantauan
pemilu, teknologi ini memiliki potensi besar

dalam mendeteksi kecurangan dan
ketidakwajaran secara langsung, mem-
berikan wawasan real-time yang sangat
penting untuk menjaga integritas elektoral
(Boyteetal., 2017).

Machine Learning: Algoritma machine
learning sangat efektif dalam menganalisis
sejumlah besar data pemilu untuk
mengidentifikasi pola dan mendeteksi
anomali. Misalnya, ML dapat digunakan
untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian
dalam tingkat partisipasi pemilih atau
perubahan demografi yang mungkin
mengindikasikan praktik kecurangan,
seperti penyamaran pemilih atau mani-
pulasi pendaftaran. Dengan melatih model
ini menggunakan data pemilu historis, Al
dapat memprediksi pola pemungutan suara
yang normal dan menandai setiap
penyimpangan yang mencurigakan.

Natural Language Processing (NLP):
NLP memainkan peran krusial dalam
memantau komunikasi secara real-time,
terutama di platform media sosial, di mana
misinformasi dan ujaran kebencian dapat
menyebar dengan cepat selama periode
pemilu. Sistem NLP berbasis Al dapat
memindai unggahan, komentar, dan artikel
untuk mendeteksi kata kunciatau pola yang
mengindikasikan penyebaran informasi
menyesatkan yang bertujuan memanipulasi
perilaku pemilih. Selain itu, NLP dapat
menganalisis wacana politik guna meng-
identifikasi kampanye terkoordinasi atau
operasi pengaruh asing yang berusaha
mempengaruhi opini publik melalui
disinformasi.

Computer Vision: Computer vision
memungkinkan analisis rekaman video
dari tempat pemungutan suara atau pusat
penghitungan suara. Sistem Al yang
dilengkapi dengan computer vision dapat
mendeteksi ketidakwajaran seperti
manipulasi kotak suara, intimidasi pemilih,
atau keberadaan individu yang tidak
berwenang dalam proses pemungutan
suara. Sebagai contoh, alat pengawasan
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berbasis Al dapat memantau tempat
pemungutan suara untuk mengidentifikasi
aktivitas mencurigakan atau ketidak-
sesuaian visual, sehingga setiap potensi
pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti.
Ketika diintegrasikan ke dalam sistem
pemantauan pemilu, teknologi AI ini
meningkatkan kemampuan untuk men-
deteksi serta mengatasi kecurangan dan
ketidakwajaran secara real-time, memasti-
kan bahwa proses pemilu tetap transparan
dan dapatdipercaya.

Bukti Empiris: studi menunjukkan
bahwa sistem berbasis Al yang digunakan
dalam pemilu lokal di Eropa Timur berhasil
mendeteksi ketidakwajaran dalam pen-
daftaran pemilih, pola pemungutan suara,
dan pendanaan kampanye secara real-time,
memungkinkan intervensi yang lebih
efisien (Ahmed et al., 2025). Studi ini
menyoroti kapasitas Al dalam memfasilita-
si respons cepat terhadap tantangan
elektoral, sehingga meningkatkan integritas
keseluruhan dalam proses pemilu.

Bukti Empiris Dampak AI terhadap
Integritas Pemilu

Studi kasus empiris memberikan bukti
konkret mengenai peran signifikan Al
dalam meningkatkan integritas pemilu
melalui deteksi kecurangan, penjaminan
transparansi, dan penanggulangan mis-
informasi. Salah satu contoh paling
menonjol adalah Pemilu Umum India 2019,
dimana teknologi Al diterapkan secara
strategis untuk mengatasi tantangan utama
dalam pemilu modern, seperti penyebaran
berita palsu dan disinformasi elektoral.

Pemilu Umum India 2019: Komisi
Pemilihan India bermitra dengan sistem
berbasis Al untuk memantau platform
media sosial dan mengidentifikasi
penyebaran berita palsu atau disinformasi
secara real-time. Algoritma Al digunakan
untuk melacak berita, unggahan media
sosial, dan video yang berpotensi berisi
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konten berbahaya yang dapat menyesatkan
pemilih atau memicu kekerasan. Sistem ini
memungkinkan intervensi yang tepat
waktu dengan menandai serta menghapus
konten menyesatkan sebelum menjangkau
audiens yang lebih luas, sehingga melin-
dungiintegritas proses elektoral.

Alat berbasis Al ini mampu memindai
sejumlah besar konten digital di berbagai
platform, menggunakan natural language
processing (NLP) dan analisis sentimen
untuk mendeteksi serta menandai konten
yang melanggar pedoman terkait pemilu.
Kemampuan sistem ini dalam memantau
platform media sosial untuk mendeteksi
kampanye disinformasi yang terkoordinasi
membantu mengurangi dampak berita
palsu terhadap keputusan pemilih.

Bukti Empiris: Pada pemilu India 2019,
alat berbasis Al berhasil mengidentifikasi
lebih dari 90.000 konten palsu di berbagai
platform digital, secara signifikan mengu-
rangi dampak disinformasi (Pandey, 2021).
Upaya ini tidak hanya menekan penyebar-
an berita palsu tetapi juga menunjukkan
penerapan praktis Al dalam menjaga
integritas pemilu dengan meminimalkan
pengaruh campur tangan eksternal serta
misinformasi. Studi kasus ini menyoroti
potensi pemantauan berbasis Al dalam
mendorong pemilu yang lebih transparan
dan adil, terutama di negara-negara yang
menghadapi ancaman serius dari mis-
informasi terhadap proses demokrasi.

Peran AI dalam Mengidentifikasi
Manipulasi Pemilih dan Praktik
Kecurangan

Teknologi kecerdasan buatan (Al)
sangat mahir dalam menganalisis sejumlah
besar data untuk mendeteksi pola yang
mungkin mengindikasikan manipulasi
pemilih atau aktivitas kecurangan. Metode
tradisional dalam mendeteksi kecurangan
sering kali bergantung pada proses manual
yang memakan waktu dan rentan terhadap



kesalahan manusia. Sebaliknya, sistem Al
dapat memproses dan menganalisa
kumpulan data besar secara real-time,
mengidentifikasi ketidakwajaran yang sulit
terdeteksi oleh metode konvensional.

Machine Learning untuk Deteksi
Ketidakwajaran: Algoritma pembelajaran
mesin (ML) berperan penting dalam
mengenali pola perilaku pemilih yang
menyimpang dari norma, seperti pemu-
ngutan suara ganda atau praktik jual-beli
suara. Dengan melatih algoritma ini
menggunakan data pemungutan suara
historis, Al dapat mengenali pola pemu-
ngutan suara yang khas dan menandai
penyimpangan. Misalnya, sistem Al dapat
mendeteksi anomali dalam catatan
pemungutan suara yang menunjukkan
bahwa individu yang sama memberikan
suara beberapa kali di berbagai tempat
pemungutan suara. Selain itu, Al dapat
mengidentifikasi pola pemungutan suara
yang mencurigakan, seperti jumlah suara
yang sangat tinggi dari suatu wilayah
tertentu, yang dapat mengindikasikan
penggelembungan suara atau manipulasi.

Analisis Data Biometrik: Dalam
beberapa kasus, sistem Al mengintegrasi-
kan data biometrik (misalnya, pengenalan
wajah atau sidik jari) untuk memverifikasi
identitas pemilih dan mencegah mereka
memberikan suara lebih dari satu kali.
Dengan mencocokkan data biometrik
dengan catatan pemungutan suara, Al
dapat mendeteksi kasus dimana individu
yang sama memberikan suara di beberapa
lokasi, mencegah pemungutan suara ganda,
beserta memastikan keabsahan daftar
pemilih. Kemampuan ini memungkinkan
Al untuk secara proaktif mengidentifikasi
dan mengurangi taktik manipulasi pemilih,
seperti pemungutan suara oleh orang yang
sudah meninggal (ghost voting) dan
pengisian kotak suara secara ilegal (ballot
stuffing), yang sering kali sulit terdeteksi
dengan metode tradisional.

Bukti: Sebuah menunjukkan efektivi-
tas alat berbasis machine learning dalam
pemilu di Afrika. Alat ini membantu
mengidentifikasi dan mencegah praktik
kecurangan seperti ghost voting dan ballot
stuffing dengan mencocokkan data pemilih
dari berbagai sumber, seperti catatan
biometrik, daftar pemilih, dan log
pemungutan suara. Pendekatan terintegrasi
ini memungkinkan otoritas pemilu untuk
mengenali pola pemungutan suara yang
mencurigakan dan melakukan intervensi
sebelum aktivitas curang mempengaruhi
hasil pemilu (Integrity, 2017). Studi ini
menunjukkan bahwa Al dapat menjadi alat
yang ampuh untuk menjaga integritas
pemilu dengan mencegah berbagai bentuk
kecurangan pemilu.

Tantangan Etika dan Hukum dalam
Penerapan Al untuk Pemantauan Pemilu

Meskipun integrasi Al dalam peman-
tauan pemilu menawarkan potensi besar,
terdapat berbagai tantangan etika dan
hukum yang harus diatasi guna memasti-
kan keadilan, transparansi, dan perlindung-
an hak-hak warga negara. Tantangan ini
harus dipertimbangkan dengan cermat
untuk menghindari konsekuensi yang tidak
diinginkan yang dapat merusak kepercaya-
an publik terhadap proses pemilu.

Bias Algoritmik dan Transparansi:
Algoritma Al, terutama model pembelajar-
an mesin, sering dikritik karena kurangnya
transparansi yang berarti sulit untuk
memahami bagaimana keputusan dibuat.
Kurangnya transparansi ini menimbulkan
kekhawatiran tentang bias algoritmik, di
mana kelompok pemilih tertentu mungkin
secara tidak adil menjadi sasaran atau
dikecualikan. Misalnya, algoritma yang
bias dapat menyebabkan diskualifikasi
pemilih yang tidak tepat, yang secara tidak
proporsional mempengaruhi komunitas
yang terpinggirkan. Memastikan bahwa
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model Al transparan dan dapat diaudit
sangat penting untuk menjaga keadilan dan
akuntabilitas dalam pemilu.

Privasi Data dan Persetujuan: Peng-
gunaan Al dalam pemantauan pemilu
seringkali memerlukan pengumpulan dan
analisis sejumlah besar data, termasuk
informasi pribadi seperti data biometrik, log
pemungutan suara, dan aktivitas media
sosial. Hal ini menimbulkan kekhawatiran
besar mengenai privasi data, terutama jika
persetujuan pemilih tidak diperoleh atau
jika data mereka disalahgunakan. Badan
penyelenggara pemilu harus memastikan
bahwa sistem Al mematuhi peraturan
perlindungan data serta menjaga keamanan
informasi pribadi pemilih.

Prediksi dan Deteksi Kecurangan yang
Tidak Akurat: Sistem Al, meskipun cang-
gih, tidaklah sempurna. Prediksi yang tidak
akurat atau algoritma deteksi kecurangan
yang salah dapat menimbulkan konse-
kuensi serius, seperti tuduhan kecurangan
yang salah atau pembatalan suara yang sah.
Hal ini dapat merusak kepercayaan publik
terhadap sistem pemilu dan legitimasi hasil
pemilu.

Untuk mengatasi risiko ini, sangat
penting untuk mengembangkan sistem Al
yang transparan, bertanggung jawab, dan
dirancang dengan prinsip keadilan.
Kerangka hukum dan etika harus dibentuk
untuk memastikan bahwa alat Al yang
digunakan dalam pemantauan pemilu
tidak melanggar hak-hak warga negara atau
memperburuk ketidaksetaraan sosial yang
sudahada.

Bukti: Laporan dari Komisi Eropa
menyoroti kekhawatiran tentang peran Al
dalam pemantauan pemilu, khususnya
terkait potensi bias dan kurangnya
transparansi dalam proses pengambilan
keputusan Al Laporan tersebut menyeru-
kan pembentukan kerangka hukum yang
kuat untuk memastikan bahwa sistem Al
diterapkan secara bertanggung jawab,
dengan pedoman yang jelas untuk

116 | Jurnal Keadilan Pemilu

mencegah penyalahgunaan. Laporan ini
juga menekankan perlunya pemantauan
dan regulasi berkelanjutan guna memasti-
kan bahwa penerapan Al dalam pemilu
melayani kepentingan publik tanpa
mengorbankan nilai-nilai demokrasi
(Bormann et al., 2022). Laporan ini
menegaskan pentingnya menangani
tantangan etika dan hukum agar teknologi
Al dapat memperkuat bukan melemahkan
integritas pemilu.

Rekomendasi untuk Implementasi Praktis

Untuk berhasil mengintegrasikan Al
ke dalam pemantauan pemilu dan me-
ningkatkan integritas proses demokrasi,
pemerintah dan komisi pemilu harus
mengambil langkah proaktif dalam
mengatasi tantangan teknis maupun etika.
Upaya ini harus difokuskan pada trans-
paransi, akuntabilitas, dan keadilan dalam
sistem Al, sekaligus membangun keperca-
yaan publik terhadap penggunaannya.

Transparansi dan Akuntabilitas:
Sistem Al yang digunakan untuk peman-
tauan pemilu harus dikembangkan dengan
transparansi sebagai prioritas utama. Hal
ini mencakup penerapan algoritma open-
source, yang memungkinkan verifikasi
independen terhadap model, serta mem-
buat proses pengambilan keputusan Al
lebih mudah dipahami oleh pejabat pemilu
dan masyarakat umum. Audit dan penilai-
an rutin terhadap algoritma Al sangat
penting untuk mengidentifikasi serta
memperbaiki bias dan ketidakakuratan
dalam prediksi. Pengawasan manusia harus
tetap menjadi komponen utama untuk
memastikan bahwa alat Al digunakan
secara etis dan bertanggung jawab, serta
mengurangi resiko konsekuensi yang tidak
diinginkan atau kesalahan.

Pelatihan dan Edukasi: Adopsi Al
dalam pemantauan pemilu secara luas
bergantung pada pelatihan bagi pejabat
pemilu dan masyarakat umum. Pejabat



pemilu harus mendapatkan pelatihan
tentang cara menggunakan teknologi Al
untuk mendeteksi kecurangan dan
ketidakwajaran, sekaligus memahami
pertimbangan etika dan kerangka hukum
yang mengatur aplikasi Al Selain itu,
kampanye edukasi publik dapat membantu
masyarakat memahami peran Al dalam
proses pemilu, meningkatkan kepercayaan
terhadap sistem ini, dan memastikan bahwa
pemilih menyadari bagaimana data mereka
digunakan.

Kolaborasi Internasional dan Kerang-
ka Regulasi: Kompleksitas teknologi Al dan
dampaknya yang lintas batas memerlukan
kerja sama internasional untuk mengem-
bangkan standar dan pedoman bersama.
Pemerintah dan organisasi internasional
harus bekerja sama untuk menetapkan
kerangka regulasi yang jelas guna memasti-
kan penggunaan Al dalam pemilu dilaku-
kan secara bertanggung jawab. Ini men-
cakup isu-isu terkait privasi data, trans-
paransi algoritma, serta memastikan bahwa
sistem Al tidak memperburuk ketidak-
setaraan dalam proses pemilu.

Bukti: Pada tahun 2022, United Nations
Development Programme (UNDP) me-
rekomendasikan agar komisi pemilu
menerapkan sistem Al dengan algoritma
open-source dan pedoman regulasi yang
jelas untuk memastikan transparansi serta
mencegah penyalahgunaan. Rekomendasi
ini juga menekankan pentingnya kerja sama
internasional untuk memastikan bahwa Al
diterapkan secara bertanggung jawab dan
efektif di berbagai negara, guna men-
dukung integritas demokrasi dan keperca-
yaan publik dalam proses pemilu (Cheema,
2022).

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan, integrasi tekno-
logi Al dalam pemantauan pemilu
menawarkan solusi yang menjanjikan
untuk meningkatkan integritas pemilu

dengan mendeteksi kecurangan, mencegah
manipulasi pemilih, dan memastikan
transparansi. Pembelajaran mesin, pem-
rosesan bahasa alami, dan penglihatan
komputer merupakan alat yang kuat dalam
menganalisis pola pemungutan suara,
mengidentifikasi misinformasi, serta
memantau tempat pemungutan suara
secarareal-time.

Bukti empiris dari kasus seperti Pemilu
Umum India 2019 dan penerapan Al dalam
pemilu di Afrika menunjukkan manfaat
nyata Al dalam mengurangi kecurangan
pemilu dan penyebaran disinformasi.
Namun, penerapan Al dalam konteks ini
tidak terlepas dari tantangan. Isu etika,
termasuk bias algoritmik, privasi data, dan
transparansi, harus ditangani dengan
cermat untuk mencegah konsekuensi yang
tidak diinginkan yang dapat merusak
kepercayaan publik terhadap sistem
pemilu. Untuk mengurangi risiko ini,
pemerintah dan komisi pemilihan harus
memprioritaskan pengembangan sistem Al
yang transparan, akuntabel, dan adil, serta
membangun kerangka hukum yang kuat
untuk mengatur penggunaannya.

Penelitian selanjutnya disarankan
untuk mengeksplorasi lebih dalam
mengenai efektivitas sistem Al dalam
mendeteksi jenis kecurangan pemilu yang
lebih kompleks, seperti manipulasi data
hasil suara melalui sistem digital atau
penyalahgunaan Al dalam kampanye
politik yang dapat mempengaruhi pemilih.
Penelitian ini bisa mencakup studi per-
bandingan antara penerapan Al di berbagai
negara dengan latar belakang politik yang
berbeda, untuk memahami adaptasi dan
tantangan yang muncul dalam implemen-
tasinya.

Selain itu, perlu ada kajian yang lebih
mendalam mengenai aspek etika dalam
penerapan Al di pemilu, terutama terkait
dengan potensi bias algoritmik yang dapat
mempengaruhi keputusan pemilu. Peneliti-
an juga perlu mengkaji dampak penerapan
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teknologi ini terhadap hak privasi pemilih,
serta mengembangkan standar pengaturan
yang lebih baik untuk melindungi data
pribadi dan mencegah penyalahgunaan
informasi.

Penting juga untuk mengevaluasi
dampak jangka panjang dari penggunaan
Al dalam pemilu, terutama dalam hal
perubahan kepercayaan publik terhadap
sistem demokrasi, dan bagaimana teknologi
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ini dapat berkontribusi dalam meningkat-
kan partisipasi pemilih secara global.
Penelitian ini dapat membantu memetakan
tantangan dan potensi risiko yang mungkin
timbul, serta memberikan dasar yang kuat
bagi pengembangan kebijakan dan regulasi
yang mendukung penggunaan Al secara
etis dan efektif dalam pemilu di masa
depan.
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